
BUPATI BARITO SELATAN

PROVIilSI I(ALIMANTAIT TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 4& qAHUN 2()21

TENTAITG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TA}IUN 2018 TET{TANG

PETUNJUK TEKITIS PELAIGANAAH PEMUNGUTAN PAJAK REKLA1IIE

Menimbang

DEITGAN RA}IMAT TI'I{AN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

: a. bahwa untuk ,efektifitas pelaksanaan pemungutan pajak
reklame yang- terpusat p"au Badan Perrgelolaair KeuJngan
dan Aset Daeral.: Kabupaten Barito Selatan;

b. bahwa untuk,rnelaksanakan ketentuan Pasai 14 peraturan
Pemerintah Nomor 6'.Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
perizinan Berusaha.,,,di.Daerah juncto pasal 9 dan pasal 19
Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 138 Tahun 2A1T
tentang Peay,elengga,ra4n Pelayanan Terpadu Satu pintu
Daerah, perlu' menguUah Peraturan Bupati Kabupaten
Barito Selatan, Nomor 1 Tahun 2018 tentang petunjuk
Teknis Pelaksanaan Pemungutan pajak Reklame;

c. bahwa berdasarkan' peitimbangan sebagaimana dimaksud
daiam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito
selatan Nomor 1 Tahun 2078 tentang petunjuk reknis
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1gS9 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun lgsg Nomor 9) sebagai
Undang-undang {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 182O);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun ZOA4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Fusat Dan
Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aa38);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aSag;

Mengingat



4.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun ZOl4 tentangPemerintahan D1":* {Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2a.* Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Ind,onesia Nomor ssgz), sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir o.rrg* 

-Gdang-undang
Nomor g rahun 2015 tentang perubahan Kedua AtasUndang-undang Nomor 23 Tahun --2Ot+ 

tentangPemerintahan 
!1erah (Lembaran Negara nepuutit IndonesiaTahun 2O1S Nomor SB, Tambalian t eilbaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor l l Tahun 2A2O tentang CiptaKerja (Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun 2o2oNomor 245, Tambahan i,embaran *;**" RepublikIndonesia Nomor 6573);

Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun zarg tentangPengelolaan Keuangan Daerah (r,ernbaran irr"!*" RepublikIndonesia Tahun za19 Nomor 42, TambahL LembaranNegqra..Republik Indonesia Nomor 6d ZZ; 
--*"

Peraturaa Pemerintah Nomor ss Tahun 2016 tentangKetentuan Umum darr Tata c"r" p;*;;il;" 
"ai"k 

Daerah
{Jj:mbaran Negara n.p"uiit-rrrdorr.*ia Tahun 2016 Nomor224, Tambahan Lembaran Negara n.puurit Indonesia
Nomor 5950); 

o-- -- --YrEv,-r

Peraturqn .Per:neria'tg,ih,: Ndmor S Tahun 2O2l tentangPenyel*ngg . Periainan Berusah" 
- 
e"r;"i* Resiko(Lembaran Negara Repubrik IndonesL-- Turrrr, 2o2r

Nonror lS, rem.bahan.kmbaran Negara Republik Indonesia
I,{omor'66 1 ?,:};:r, . :

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2o2L tentangren;.ele.agari :trefid an rBerusah" ;t D;"; pembaranFIe ,,.Republik'i,,,Indone-sia ,,, Tahun 2O2I Nomor 16,
Tambahan Lembararr,,Negara.''Republik Indonesia Nomor
661$);',',-' .i,' .

Peraturan Mentdd.ll}qlam, Negeri Nomor g0 Tahun 201s
tentang _Pembenrut<an 

proarik Hukum Daerah {BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun zo18 tentang pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahwn 2A2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
L78L);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun
2011 tentang Pqiak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Selatan Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito
Sslatan Nomsr 3 Tahun 201S tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun
20ll tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Selatan Tahun 2Of E Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor11 Tahun 2o1s. tentang iiir, 

-n"u**" 
(Lembaran DaerahKabupaten Barito seLt"n 

- 
Tahun dois 

"-rvomor 
11,Tambahan Lembaran na"rar, Kabupaten Barito selatanNomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito seratan Nomor 7 Tahun2o2o tentang pembentut;- produk H.rtr* Daerah(Lembaran Daerah Kabupate* Barito setatan-iarrun 2o2oNomor T,Tambahan rcmnaran Daerah ri*u,rprt , BaritoSelatan Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

PERATURAS BUPATI TEIYTANG PERUBAIIAN ATASPERA?URAIY BUPATI trOMOR 1 I*rrUrU 2018 TEI,MANGI*5*r TEKIYT€ pEraKsgs4Ar[ pEriluneurAlr pA*rAK
REIil,AME.

14.

Menetapkan

, .,...,... Phsal 
,,

'' 
t''.t' t't'"- ' tl:

Beberapa ketentuan d.tqo Per B*cti Kabupaten Barito Selatan Nomor
1 Tahun 2018 tentang Petunjuk tt.s ps gutan Pajak Reklame (Berita Daerah
Kabupaten Barito selatan lgliun ag,lg Norris ) diubah sebagai berikut :

1. Di antara Pasal 1 angka q O& 10 diSsipkan 1 (satu) angka, yakni angka 9a
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

. r.. .jrf. .

' ' ,' , . ,

,,, l,'t.' "-'"'kd l 
'

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalalr '',pqnyele:rggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan devran perwakilan daerah menurut asas eitonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsrp otonorni seluas-luasrrya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalarn
Undang-Undang Dasar Negara Repuhlik Indonesia Tahun 1945-

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Selatan.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,

pemotong pajak, dan pemungut pqiak, yang mempunyai hak dan kewqfiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpqiakan daerah.

6. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD,
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan
objek pajak, dan/atau harta dan kew4jiban sesuai dengan ketentuan
peratr.ran perundang-undangan perpajakan daerah.

7. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah
surat yang digunakan oleh Waiib Pqiak untuk melaporkan data subjek dan
objek Pqiak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
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8' surat setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat sspD, adalah buktipembayaran atau penyetoi3n - paiak v*s 

__ 

,;ffi" dilakuka' J.rrg*r,menggunakan formulir atau telah ail"r."ur a}rg.r, 
"ara 

lain ke kas daerahmelalui jempat pembayaran yang ditunjuk oreh KEpar"i...*rr.9' Surat Ketetapan Pajak naei"rrl y4g=**ranjutnyi.- JiJrrgt*t sKpD, adalah
;ffi;:tapan pajak vans menentu["" u.*r*yr:"*i'f, pokok p":rr.'v*rs

9a' surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan, _yang selanjutnya disingkatSKPDT' adalah tambahan surat ketetapan p";'"t y"ig Lenentukan besarnya
_ jumlah pokok pqiak yang terutang.

1o. surat Ketetapan pajak paerah ftrr.rrg Bayar, yang seranjutnya disingkatSKPDKB, adalah surat ketetapan pajaf yang menentukan besarnya jumlahpokok pajak, besarnya sanksi aamini"trltirlo"o j;*i; pqiak yang masihharus dibayar.
1'1' surat Ketetapan Pajak ?":.-"rt Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnyadisingkat SKPDKBT' adalah surat ietetapan pdak yang menentukantambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan
12' surat Ketetapan Pajak n1"iat "N*ril, 

yang selanjutnya disingkat sKpDN,adalah surar keletap4n pfl"k yang -."eofrrur-:iJJi pokok pajak samabesarnya dengan,jumlah kredil pqiak "t"* pqi;k ;d"k rerutang dan tidakada kredit pajak.
13' Surat Ketet3-gan Pdak Daerah Lebih Ba5rar, yang selanjutnya disingkatSKPDLB, adatah surat ketetapan pajak yang ;.;;;"kan jumlah kelebihanpembayaran pajak karena jumlah- kredil p"j"k lebih il"** dari pada pajakyang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagrhan Pajak Daerqhiyangt*1q"jut"i" disingkat srpD, adalah suratuntuk melakukan ta8thqo$aiQk.a , sanksi adirinistratif berupa bungadanlatau denda.
15. Pejabat adalah pegaurai ydne diberi: tugas tertentu dibidang perpajakan

daerah sesuai peraturan pg:ur*darr$.u$daigafi .

2. Ketentuan Pasal 19 diubalr sehil a Giuunyi sebagai berikut :

Pasat 19
' ' :' ':' '- ' ''(1) Badan Pengelolaan Keuangan,, dryi,Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan

ditunjuk sebagai instansi'pengelola''dalam rangka Penyelenggaraan pqiak
Reklame.

{2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan
mempunyai tugas dan wewenang rneliputi :

a. Menerbitkan SPTPD;
b. Penelitian SKPD/SKPDT/dokumen lain yang

SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, dan STPD;
c. Penerbitan SKPD/SKPDT/dokurnen lain yang

SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, dan STPD;
d. Menerima SPTPD;
e. Menerima Pembay€rrarl Pajak/ SSPD;
f. Melakukan Penetapan Perhitungan Pajak Reklame;
g. Melakukan penagihan pajak ; dan/atau
h. Melakukan pemeriksaan berdasarkan kewenangannya dan rnelaporkan

kepada Bupati Barito Selatan.

3. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

dipersamakan, SKPDKB,

dipersamakan, SKPDKB,
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Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal 3 Januari zazz.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupatiini dengan penempatannya dalam Berita Daerah xabupiten Banlto selatan.

Ditetapkan di Buntok

Diundangkan di Buntok ,

pada tanggal t:', Jiait:l:::": Ti,:-"i

S DAERAH
sELlrTAN,

BERITA D UPATEN BARITO SEI,ATAN TAHUN 2A2T NOMOR /ffi



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATANNoMoR #3 tauuN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATINOMOR 1 TAHUN 2Oi8 TENTANGPETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

Penyelenggara Mengajukan Permohonan kepada Bupati Barito selatanup' Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito selatan.a. Dengan Ketentuan dan persyaratan 
:

1) Mengisi Formulir permohorrr' Izin Reklarne.
2) Mencantumkan Jenis Reklame yang akandipasang.af $enSalukan re-ncana tempat/ lotasi"pem"**rg*. "
4) Mengajukan Ukuran Reklame yang 

"k"., aip"i""g.
5) Lama Pemasangan Reklame.
6) Jumlah Reklame yang akan dipasang.
7) Melengkapi 

l3nanjceleSslapan perriohonan dengan melampirkan :a' Fotocopy Kartu Tanda Pgnduduk (KTP) PemohJn yang masih berlaku.
b. Fotocopy NPWpD Kabupaten Barito Selatan.
c. Bukti Pembayaran p,,eiak Rektrarne.
d. Rekomendasi dari , Dinas, Perumahan, Permukiman dan pertanahan

Kabupaten Barito Selatan {Bag!. Reklarne yang menggunakan Fasilitas
Umum/Pemerintah)

e. Materai Rp.1O.00O,- (1 buah)
f. Fotocopy Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha.
g' Surat Pernyataan bersedia.r .rrrerr&nggung resiko apabila terjadi

kecelakaan dilapqngan akibat keberadaan reklame.
h. Gambar Reklame/Iklan yang di pasang.
i. Melampirkan surat izin terdahulu jika perpanjangan izin.



FOR}IAT PERMOHONAN IZIN PETTYELENGGARAAN REKLAME

Nomor
Lampiran
Perihal

: Lepas
: 1 (satu) Berkas.

Buntok, 20
Kepada :

Yth. Bapak Bupati Barito selatan
Up. Kepa1a Dinas penanaman
Modal dan pTSp Kebupaten
Barito Selatan
di-

BuntokSaya yang bertanda tangan dibawah
1. Nama
2. Pekerjaan
3. Alamat Tempat Tinggal
4. Nama Perusahaan
5. Alamat Tempat Usaha
6. Telp. Yang dapat dihubungi

lnl :

Panjang = ........., Lebar =
.........f1ari/Tahun

Mengajukan permohonan Izin Reklame untuk :

1. Jenis Reklame
2. Tempat/ Lokasi pemasangan
3. Ukuran Reklame
4. Latna Pemasangan
5. Teks/Tema dalam reklame
6. Jumlah Reklame

sebagai bahan kelengkapan, bersarna.ini k"l,.--i lampirkan :1. Fotocopy Kafu Tanda Penduduk:(xTP) remohon y";; masih berlaku. (1 Lembar)2 Fotocopy NPWPD Kabupaten Barito seia . (1 Lemblr)
3. Bukti Pembayaran Pajak Reklar-ne. ,, 'l .

4. Rekornendasi dari Dinls Perurnahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Barito Seiatnn (?tgi feldame yalg menggqnakan Fasilitas Umum/pemerintah)5. Materai Rp.10.0O0,- (1 buah) ,,,. ,, ,:: ..

6. Fotocopy Legalitas Perusahaan atau Badan usaha. { 1 Exsemplar}
7. Surat Pernyataan bersedia rnenanggung resiko apabila ter:ali kecelakaan

dilapangan akibat keberadaan reklame.
8. Gambar Reklame/Iklan yang di pasang.
9. Melampirkan surat izin terdahuh"l jika perpanjangan izin.

Demikian permohonan ini disampaikan sebagai bahan lebih lanjut, dan kami
bertanggung jawab terhadap data-data yang kami berikan atas terkabulnya
perrnohorrarr iui ka,rrr.i ucapkan Lerirrra kasih.

Hormat Saya
Pemohon,



FORMAT SURAT PERTYATAAIIT BERSEDIA MENAISGGUITG RESIKO
JII(A TER"IADI KECELAIGAN DILAPANGAN AKIBAT KEBERADAAtr REKLAME

SURAT PERIYYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Tempat Tanggal Lahir
Pekerjaan
Alamat
Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan
No Telepon

Dengan data Reklame sebagai berikut :

Jenis reklame
TekslTema dalam reklame
Ukuran Reklame
Tempat/ Lokasi Pemasangan

Panjang = Lebar:

Dibuat di :

Pada Tanggal :

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 10.O00,-

Dengan ini menyatakan bahwa :

1' Apabila dikemudian hari ada kegagalan konstruksi atas bangunan reklame yang
saya miliki (Rrrntuhr/Rrlsak) !.ik yan€ merryebabkan kerusafan pada bangunan
orang lain, adanya korban iuka rnaupun, yang menyebabkan kortan jiwa,"maka
saya bersedia dan sanggqp bertanggung j4wab sepenuhnya untuk meriyelesaikan
permasalahan tersebut ,termasuk- aii"taranya- "..rrJ hukum, Uait< pidana
maupun perdata.

2- Akan menjaga ketentraman masJarakat disekitar bangunan Reklame.
3. Saya akan menjaga kebersihan lingkungan disekitar bangunan Reklame.
4. Saya sanggup mentaati peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan

bangunan Reklame yang saya rn-iliki. ' ', ' ' J a

5. Saya sanggup membayar pajaklretribusi daerah sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini.saya buat dan ditandatangani diatas materai
Rp.10.00O-, apabila saya memberikan pernyataan yang tidak b.rr.r, maka saya
bersedia dituntut menurut ketentuan hukum yang Lerlaku dan saya bertanggung
jawab sepenuhnya atas Surat Pernyataan ini.

Surat _pernyataan ini saya buat untuk melengkapi persyaratan lzin
Pemasangan Reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan ierpadu Satu
Pintu Kabupaten Barito Selatan.



1.

A.

Kegiatan pendaftaran dan pendataan dengan cara penetapan kepala daerahuntuk wajib pajak baru :

Pendaftaran terdiri dari :

1' Mengirimkan- formulir pendataan kepada wajib pajak setelah dicatat daftarformulir pendaftaran.
2' Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran wajib pajakyang telah diisi oleh wajib pdak atau yang diberikan kuasa :a' Apabila pengisiannya bgnar dan tampirannya lengkap, dalam daftarformulir pendaftaran di beri tanggal penerimaan dan selanjutnyadicatat dalam daftar induk pajak, daftar wajib p";"r. pergolongan,

serta dibuatkan kartu NpWpD
b' Apabila.-belum lengkap.formulirnya pendaftaran dan lampirannya dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi.

B. Pendataan terdiri dari :

1. Menyiapkan formulir pendataan (SpTpD)
2. Menyiapkan formulir pendataan (SPTPD) kepada wajib pajak setelah

dicatat dalam daftar SpTpD.
3. Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan (SpTpD) yang

telah diisi oleh wajib pajak atau yang diberi kuasai
a. Apabila pengisiannya benar dan iampirannya llengkap, dalam daftar

formulir pendataan diberi tanda dan tangg.i p.r.ri-u.;
b. Apabila belum lengkap formulir pendatai"n 1Smno1 dan lampirannya

dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi.
4. Mencatat dan pajak daerah dalam kartu data yang selanjutnya diserahkan

kepada unit kerja yang membidangi untuk p.o.. pinetapan.

3- Kegiatan pendataan dengan cara penetapan kepala daerah (official
assessment) untuk wajib pajak yang sudah memiliki NpfVpn terdiri dari :

a- Menyiapkan formulir pendataan (SPTPD) berdasarkan daftar wajib
pajak;

b. Menyerahkan formulir pendataan (SPTPD) kepada wajib pajak, seteiah
di catat dalam daftar SpTpD;

c. Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan yang telah
di isi oleh wajib pajak atau yang di beri kuasa :

1. apabiia pengisian benar dan iampirannya lengkap, da-lam daftar
formulir pendataan diberi tanda dan tanggar penerima;

2- apablla belum lengkap, formulir pendataan ( SPTPD) dikembalikan
kepada waiib pajak unit dilengkapi.

d. Mencatat data pajak daerah dalam kartu data untuk selanjutnya
diserahkan kepada unit kerja membidangi untuk proses penetapan;



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
3rm! PEltgEr0nn HESfi mil rsr mmtr,Jatan pelita raya No. s05 G Al0szsiti r-d+--

Faximitle :{O525} Z3OA4 Buntok ZbZn
Ernai1 : bpkadbarsel@gmail.com

Surat pemheritahuan
Pajak daerah tSpTpDl

........... ilo.

IDENTITAS fiIA*IIB PA"}AI(

NAMA WAJIB PAJAK
NPWPD
ALAMAT WAJIB PAJAK
LUAS BANGUNAN

SURAT IZIN BERLAKU s/d tgl

INFORMASI UII{UM

r
u
T
rl

Papan / billboard I vid eotron / r,negatron fi uda ra f apung I udara

Berj alan / pada kendaraann

f] nr*lslide

,ff ,*r***r,
I ai.rrry.

Judul Reklame

Tempat penyelenggaraan

Kawasan f zona pemasangan

Ukuran

Ketinggian

Waktu penyelen ggaraarl

Jumlah uang jaminan*)



PA^'AK YAISG DILAPIORI{AIT

Perhitungan/ pembayaran I selfassessment f]
Pembayaran pqiak

Pajak tahun lalu
I
n

T
u

l
T

Uang Jaminqn Adatah Seiumlah Uang Yang Digunatcon Untuk Biaga pembongkaran

Wajib pajak/pelapor

bulanan

triwulan

semester

tahunan

CATATAIT: ,, ,,,'

Lembar 1 untuk wajib pajak
Lembar 2 untuk BPKAI)

' :a::)



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAI\
BADAII PEIIGELOI"IATI IGUAIIGAT DA]I A$ET DIERIIIT
Jalan Pelita raya No. 3OS G @ (05251 2t134 Faxirnille :(oS25) 2zAO4 Buntok ZsTtL

Email : bpkadbarselt2tgmail.com

Kepada Yth,

Nama :

NPWPD :

Alamat :

Berdasarkan catatan kami, ternyata sampai saat ini saudara belum memasukkan
SPTPDISPTRD yang telah saudara terima untuk diisi.
Maka dengan ini kami minta agar saudara menyerahkan kembali SPTPD/SpTRD
paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surai ini.

Apabila surat teguran ini tidak saudara indahkan, maka kami akan melakukan
penetapan atas objek pajak/retribusi yqng saudara miliki secara jabatan, yang akan
merugikan saudara sendiri.

Untuk menjadi perhatian saudar4, agai,, kewqiiban saudara dapat dipenuhi
sebagaimana mestinya.

SURAT TEGURAIS
UNTUK MEMASUKKAN SPTPD

Nomor :

Buntok,

NIP.

KEPALA BADAIT

2(}.....



TATA CARA PENETAPAN PAJAK DAERAH, BENTUK ISI SERTA TATA CARAPENGISIAN DAI{ PENYAMPAI4I{r ErtD,llqpDKB, SKPDKBT, dan sKpDN

1. Kegiatan penetapan terdiri dari :

a. Membuat nota perhitungan pajak daerah atas dasar kartu data"b. Menyerahkan kembali kartu data kepada unit kerja yang membidangi
penetapan setelah pembuatan nota perhitungan pajak dairah selesai.c' Menerbitkan SKPDKB dan SKPDKBT jika terd"p"t tambahan objek pajakyang sama sebagai akibat ditemukannya data baru atas dasar 

- rtt,
perhitungan pajak daerah dan membuat daftar SKPDKB dan SKpDKBT.d. Menerbitkan SKPDN jika objek pajak dalam keadaan Nihil dan membuat
daftar SKPDN.

e. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN ditanda tangani oleh kepala unit
kerja penetapan atas narna kepala SKPD terkait dan dlftar SKpD, SXpnfg,
SKPDKBT, dan SKPDN ditanda tangani oleh unit kerja yang rnembidangi
penetapan.

f- Menyerahkan copy daftar SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN kepada
unit kerja membidangi pembukuan penerima, unit kerja yang membidangi
penagihan, unit kerja perencanaan dan pengendaiian operasional.

g. Menyerahkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPOnt kepada wajib pajak
dengan memberikan tanda terirna.

h. Apabila SKPD, SKPDKB, SKPDKBT yang diterbitkan tidak atau kurang
dibayar s_ele]ah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
SKPD/SKPDT diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2a/o (dua persen) tiap bulan,dengan menerbitkan SKPD

2. Kegiatan penerbitan secara jabatan terdiri dari :
a. Mebuat nota perhitungan: pajak atas dasar kartu data hasil pemeriksaan

dan atau keterangan lain.
b. Menyerahkan kembali kartu data, nota kepada unit kerja pendapatan

setelah pembuatan nota perhitungan pajak daerah selesai.
c' Menerbitkan SKPD atas '.dasai' nota perhitungan pajak daerah dan

membuat daftar SKPD.
d. SKPD ditanda tangani oleh kepaia unit kerja penetapan

SKPD terkait dan daftar SKPD ditanda tangani oleh
penetapan dan disiapkan tanda terimanya.

e. Menyerahkan copy daftar SKPD kepada unit kerja
unit kerja penagihan, unit kerja perencanaan dan
(P2o).

atas nama kepala
kepala unit kerja

pembukuan penerimaan,
pengendalian operasional

f. Menyerahkan kepada wajib pajak berupa SKPD dan tanda terimanya,
kemudian wajib pajak menandatangani tanda terima tersebut.

g. Apabila SKPD yang diterbitkan tidak atau kurang di bayar setelah lewat
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dapat
menerbitkan sanksi administrasi berupa uang sebesar 2o/o ( dua persen)
tiap bulan dengan menerbitkan STPD.



(sKPDl
SURAT KETET*PA.N

PAJAK DAERAH

PEMERINTAII KABUPATEN BARITO SELATAN

Brmn PH0floLiln ffitilEffi mrrsErmffiffi
Jalan Pelita raya No. gOS G E {0525} 21L34

Faxiuille :{0525) Z3AO4 Buntok Z3Z lt
Email : bpkadbarsel@gmail"com

I IDEITITITAS WAJTB PA"'AK I

NAMA NIAJIB PAJAK :

NPWPD

ALIITfiAT WAJIB PAJAK :

-_l
I

No Ayat Jenis pajak daerah Juml,ah tRp.l

Jurnlah ketetapan nokok paiak
Jumlah:rsanksi

a..BungA
b,',,kenaikanr

.iuml* keselu an

Dengan Huruf

PERHATIAN:

Taada Terima

Nama :

Alamat :

..,.,.r....... .....242...
An. Kepala BPKAD Kab. Barsel

i.

2.

Harap penyetoran dilalqrkan:qlelalui BPKAD atau kas daerah (BpK Katierlg)
dengan menggunakan surat setoran'p4iak daerah { SSPD }
Apabila SKPD ini tidak atau kqrang diba:ial'.',sete1ah lewat waktu paling lama
3O (tiga puluh) hari setelah SKPD iAi'.ai6lma dikenakan sanksi Administrasi
berupa bunsa sebesar 2%o lan.



Nama wajib pajak :

NPWPD
Alamat wajib pajak ;
Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan pasal 9Z undang _
daerah dan retribusi daerah telah
atas pelaksanaan kewajiban :

(SKPDKBI
SURAT KETETAPAN

PAJAK DAERAH
KURANG BAYAR

MASA :

NO"

Rp
(2-3b)

Rp
Rp
Rp

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
uDt! pEt_sg"q.rfi [EuflGil rur$Erumil,Jatan pelita raya No. 30s G AloE-2}iti tT;--

Faximilie :{0525) 23OO4 Buntok Z'SZtt
Email : bpkadbarsei@gmai1-cor:t

undang nomor 28 tahun 2OAg tentang pajak
dilakukan pemeriksaan atau keterangan t"i"

Ayat pajak :

Nama pajak :

II' Dari pemeriksaan atau keter-a1san lain tersebut diatas, perhitungan jumlah
yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan
2. Pajak yang terutang

a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya
b. Setoran yang dilakukan
c. Lain-lain
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c )

4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak
Rp

5. Sanksi administrasi
a. Bunga ( pasal 97 ayat}|
b. Keniikan 1pasa1 pasal 9'? ayat 3 )
c. Jumlah sanksi administrasi ( a + b )

6. Jumlah yang masih harus dibaSrar ( 4 + 5c )

Rp

Rp
Rp

Rp
Rp
Rp

Dengan huruf

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan melalui BPKAD atau kas daerah (BPK Kalteng)
dengan menggunakan surat setoran pajak daerah (SSPD)

2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari setelah SKPD ini diterima dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2o/o per bulan.

Tanda terima

Nama :

Alamat



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
BrD{t pEt_os0lrff rqnilGril milr$Er lllEnrrtJalan petita raya No. 3os c Al-osb}) ditT.l'-

Faximilte :(O525) 23OO4 Buntok ZSZ tt
Email : bpkadbarsel@gmail.corn

(sKPDTl
SURAT KETETAPAIT PAJAK

DAERAH TAMBAHAN

NO.

IDENTITAS WA"'IB PAJAK
NAMA WA.IIB PAJAK :

NPWPD :

ALAMAT WAJIB PAJAK

Tanda Terima

Nama :

Alamat :

;; K;;;i#Pd;;;;;3:,'

TAI{GCAL JATUH TEMPIO :

No Ayat Jenis oaiak daerah Jumlah (Rp.l

Jurnlah ketetapan pokok paia[
Jumlah sanksi

g. Qunga
d. kenaikan

juq{ah keseluruhan

1. Harap penyetoran dilakukan rnelalui BpKAD atau
dengan- menggunakan surar setoran pa 

"i. 
a"..^n-t 

-siiJl-- --
2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama

3O (tiga puiuh) hari setelah SKPD ini diterima dikenakan sanksi eaministrasi
berupa bunea sebesar 2oA n.



PEMERINTAII KABUPATEN BARITO SELATAN
ruttt FngHfl,tfi rEtffisffi rlil rsr mE['Jalan pelita raya No. sos c e lOEe-siZi t1'+--

Faximille :{0525) ZSOA4 Buntok ZiZ tt
Ernaitr : bpkadbarsel@gmail.com

b. Kenaikan ( pasal pasal 97 ayats)
c. Jumlah sanksi administrasi (a + b )

Rp
6. Jumlah yang masih harus dibayar ( 4 + Sc )

Rp

(SKPDKBTI
SURAT KETETAPAN

PAJAK DAERAH
KURANG BAYAR

TAMBATIAN
MASA :

NO.

Rp
Rp

tprceJ K";. ;;;;3i

I' Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor s rahun2all tentang Pajak Daerah sebagaimana teiah diubah dengan peraturan
Daerah Kabupaten Barito Selatan No*o, 3 Tahun 2o1g tentang perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2OlItentang Pajak Daerah telah diiakukan pemeriksaan atau keterangan lain ataspelaksanaan kewajiban :

Ayat pajak :

Nama pajak :

II' Dari pemeriksaan 3!"., keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah
yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan Rp
2.Pajak yang terutang Rp
3.Kredit pajak

A. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp

3: ixlfl,xl,iang 
d,akukan 

*i
D. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + 

" )---Rp
4.J-umlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3b)

Rp
5. Sanksi administrasi

a. Bunga ( pasal 97 ayatZ)

Nama wajib pajak
NPWPD
Alamat wajib pajak
Tanggal jatuh tempo

Dengan huruf

PERHATIAN :

Tanda terima

Nama :

1. Harap penyetoran dilakukan melalui BPKAD atau kas daerah ( BpK Kalteng )
dengan menggunakan surat setoran pajak daerah (SSPD)

2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah
lama 30 (tiga puluh) hari setelah SKPD ini diterima
administrasi beruna b sebesar 2oh oer bulan.

lewat waktu paling
dikenakan sanksi

Alamat

An. Kepala



PEMERINTAII KABUPATEN BARITO SELATAN
ilry lB nfl$.ttx mffiff Drn rsl DrmfitJatan petita raya No. 3oS G Bl-oEzSi ZitS{--

Faximille :(0525)  3OO4 Buntok TSZLL
Email : bpkadbarsel@gmait.sgnl

{sKPD$}
SURAT KETETAPA]T PA*IAK

DAERAH IITIHIL
MASA:

NO.

I.

Narna wajib pajak
NPWPD
Alamat wajib pajak
Tanggal jatuh tempo

Tanda terima

Narna :

Alamat

Berdasarkan pasal 97 undang -
daerah dan retribusi daerah tEhh
atas pelaksanaan kewajiban :

Ayat pajak :

Nama pajak :

II' Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yangmasih harus dibayar adalah sebagai berikut , ' -

undang nomor 28 tahun 2AAg tentang pdak
dilakukan pemeriksaan atau keterangin tdn

..202...
$q- Kepala BPKAD Kab. Barsel

1. Dasar pengenaan
2. Pajak yang terutang
3. Kredit pajak

a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnva
b. Setoran yang dilakukan
c. Lain-lain
d. STP (pokok)
e. Jumlah yang dapat.:dikred,itkan.{a +,6 + c )

4. Jumlah kekurangan pernbayaran,Fo@ pajak (2-3e)
Nihil

Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp



TATA CARA PENYETORAN
DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH

A. TATA CARA PENYETORAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH1. Kegiatan penyetoran melalui bendah*u, f".rr.ima terdiri dari :a' Bendahara penerima menerima setoian disertai surat ketetapan pajakdaerah {sKpD} dengan media surat setoran pajak daerah (sspD);b' selanjutnya setelah ssPD tersebut divalidasi/dicap, aslinya disertaisKpD dikembalikan ke wajib pdak yang bersangkutai';c' Berdasarkan ssPD yang teiah divalfrasi deigar--register atau c&p,dicatat dan dijumlahkan dalam buk1: pembantu penerima sejenismelalui bendahara penerimaan dan selanjutnya aiuuiu kan ke dalambuku umum ;
d' Bendahara penerimaan menyetorkan uang ke kas daerah secara harianyang disertai bukti setoran Bank ;e' Bendahara penerimaan secara periodical (bulanan) menyiapkan laporanrealisasi penerimaan dan penyetoran uang yang ditanda tangani olehkepala SKPD terkait ;f. Mendistribusikan:

1. Media setoran yang divaridasi ke unit kerja pembukuan danpelaporan ; "

2- Buku pembantu penerimaan sejenis ke unit kerja pembukuan, unitkerja penagihan serta unit kerja pendataan ;3' Laporan.realisasi penerimarn aL" penyetoran uang kepada kepala
daerah, kepala Badan Pengelolaa, K.u".rgan dan Aset Daerah, Lnit
keq' a perencanaan dan pengendalian opera-sionat.

2. Kegiatan penyetoran melaiui lias Iaerah terdiri dari :

a. Kas daerah menerima uang dari wajib pajak disertai dengan media surat
ketetapan (SKPD) dan media penyetoian surat setoran pajak daerah
(SSPD) dan bukti setoran bank;

b. Selanjutnya setelah SSPD ditanda tangani dan dicap oleh pejabat kas
daerah, maka lembar pertama dari SSpO dan Uui<ti =.ioi"r, bank
diserahkan kembali kewajib pajak;

c- 2 (dua) lembar tembusan SSPD dikirim oleh kas d.aerah ke bendahara
penerimaan Badan 'Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan
bendahara penerimaan SKPD terkait yang di lampiri bukti setoran bank;

d. Bendahara penerimaan, setelah menerima media penyetoran yang telah
dicap oleh kas daerah kemudian mencatat dan menjumlahkan dalam
buku pembantu penerimaan sejenis melalui kas daerah dan selanjutnya
di bukukan dalam buku kas umum;

e. Bendahara penerimaan secara periodical (bulanan) membuat laporan
realisasi penerimaan dan penyetoran uang yang ditandatangani oleh
kepada SKPD masing - masing;

f. Mendistribusikan:
1. Lembar SSPD yang telah ditanda tangani/dicap kas daerah kepada

unit kerja pembukuan dan pelaporan;
2. Lernbar buku pembantu penerimaan sejenis kepada unit kerja

pembukuan dan pelaporan, unit kerja penagihan serta unit kerja
pendataan;

3. Laporan realisasi penerimaan dan penyetoran uang kepada kepala
daerah, kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, unit
keq'a perencanaan dan pengendalian operasional.



B. TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH
1. Penagihan dengan surat teguran.

Kegiatan yang dilaksanakana terdiri dari :a' Membuat daftar surat teguran wajib pajak 7 (tujuh) hari setelah batas_ waktu jatuh tempo pembayaran;
b. Menerbitkan surat ieguran;
c. Menyampalkan/penyerahan surat teguran kepada wajib pajak yangbersangkutan.

2. Penagihan dengan surat paksa.
Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :a' Membuat d-altar surat paksa unit wajib kerja yang setelah lewat waktu21 (dua puluh satu) hari seterah tanggat suiaf r"fi;; belum *.ry.l*pajak terutang;
b. menerbitkan surat paksa dari daftar surat paksa;
c- mengirim f menyerahkan surat paksa Lepada wajib pajak yang

bersangkutan melalui juru sita pajlk.
3. Penagihan deng_an surat perintah melaksanakan penyitaan.

Kegiatan yang di laksanakan terdiri dari :

a' Membuat daftar surat perintah melaksanakan penyitaan untuk wajibpajak vans belum merunasi ii"r""glt;[;; ;-x-;; jam (dua hari)
setelah tanggal surat paksa;

b. Penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan;
c. Pelaksanaan penyitaan oleh juru sita pajak d"rrg*, menyegel barang

barang miiik wajib pajak yang boleh disita tenurut pirundangl
undangan yang dirinci pada berita acara pelaksanaan sita;

d. Membuat iaporan pelaksanaan penyitaan.

4. Pengumuman lelang dan pelaksanaan ieiang.
Kegiatan yang diiaksanakan terdiri dari :

a. Membuat surat permiqtaan pelaksanaan lelang untuk wajib pajak yang
belum melunasi hutang pajak nya sampai dengan berakhiinya trt*I
waktu 14 {empat,belas) hari sejak tanggal surat pelaksanaan penyitaan;

b. Memeriksa hari, tanggal dan jam pelelangan yang disetujui tt"t t "p.i*dinas pendapatan pengelola dan asset daerah dan permin[aan
penegasan kepada badan urusan piutang dan lelang Negara (Buelry;

c. Menyiapkan berkas penyitaan wajib pqiak yang beisangkutan dan
pengumuman lelang;

d. Pelaksanaan lelang sesuai dengan hari, tanggal, dan jam yang telah
ditentukan.

5. Pencabutan penyitaan dan pengumuman lelang.
Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

a. Membuat daftar surat pencabutan penyitaan untuk wajib pajak yang
telah melunasi hutang pajak nya sesudah penerbitan surat perintah
melaksanakan penyitaan sampai dengan sebelum pengumuman lelang;

b. Penerbitan surat pencabutan penyitaan;
c. Pelaksanaan pencabutan penyitaan dengan pembuatan berita acara

d.
e.

f.
ob'
h.

pencabutan penyitaan;
Membuat laporan pelaksanaan pencabutan penyitaan;
Monitoring penyetoran wajib pajak seperti butir 1 di atas, untuk
mengetahui wajib pajak yang telah meiunasi hutang pajaknya sesudah
pengumumarr lelang sampai dengan sebelum pelaksanaan lelang;
Pembuatan daftar surat pencabutan pengumllman lelang;
Penerbitan surat pencabutan pengumuman leiang;
Mengirim/menyerahkan surat pencabutan pengumuman lelang oleh
juru sita pajak.



6. Kgg?au' penagihan dengan surat perintah penagihan seketika dansekaligus.
Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :a' Membuat daftar surat perintah 

-penagihan seketika dan sekaligus
. (!PSS & S) untuk wajib pajat yang betum menyetor;b' Menerbitkan surat perinlair pn*gitr*n seketika dan sekaligus (SpsSc' & s) dari daftar surat Perl*t"h penag*ran seketika .i,*o sekal;igus

{SPSS & S)
d' Menyerahkan surat perintah penagihan seketika dan sekarigus(SPSS & s).

Ii''

..



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
ilry PHgELS.ttt ffinffail Dfi rffir DrHff'Ja1an pelita raya No. sos c A foEzSfIi lC+--'

Faximilte :(O5ZS) ZAAA4 Buntok ZiZ tt
Email : bpkadbarsei@gmail.corn

tssPDl
SURAT SETORAIT PA*'AK

DAERAH
MASA :

NO.

IDE}NTITAS WAJIB PAJAK

Nama wajib pajak
NPWPD
Alamat wajib pqiak
Menyetor bendasarkan

r SKPD

SKPDT

SKPDKB

I SKPDKBT

Masa pajak :

STPD

SPTPD

SK Pembetulan

SK Keberatan

: tahun :

l
T

u
I
I
I

Lain - lain

no. urLlt:
No Ayat .Iet e* k,daerah Jumlah lRp.l

Jumlah setoran

uengan nuful :'

Ruang Untuk Teraan
Kas Register/Tanda
tangan
Petugas Penerima

Diterimd oleh,
Petugas tempat
pembayaran

Tanggal :

Nama terang :

Buntok,
tahun 2A...

Penyetor,

Lembar 1 unruk WP
Lembqr 2 untuk bendo.hara penerima
Lembar 3 unfitk BPKAD



PEMERII{TAI{ KABUPATEN BARITO SELATAN
BADAN PEI{GELOLAAII IGUAl{EAil DAl{ ASET DAERAH
Jalan Pelita raya No. 305 G A {0525} 2L194 Faximille :(0525) 2SOO4 Buntok TSTLL

Nomor
Tanggal penerbitan
Tahun
Jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar Rp.(........................... ..........1

Tanda tangan :

Nama :

Alamat :

Letak Obiek Paiak trIajib Pajak {WPl
Alamat : Nama trIP :
Desa Kelurahan Alamat :

Kecamatan

Perineian pajak yang terutarrg :

1. Pajak terutang menurut
SKPD / SKPDKB / SKPDKBKB. .Tahun. .

2. Telah dibayar tangsal
3. Pengurangan
4. Jumlah yang dapat diperhitunskan
5. Pajak yang kurang bayar
6. Denda administrasi
7. Pajak yang masih harus dibayar

Tanggal iatuh tempo Tempat pembayaran
PERHATIAN :

1. Surat tagihan pajak ini harus dilunasi
paling lambat 1 (satu) bulan sejak

2. Apabila seteiah lewat tanggal jatuh
tempo utang pajak belum dilunasi,
maka tindakan penagihan akan
dilanjutkan dengan penerbitan surat
paksa, pelaksanaan sita, dan lelans.

Buntok, 2O...

KEPALA BADAN



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
BAOIIT PEI{GELOITATI IGUATIGAII DA]I A$ET DAERIXJalan Pelita rava No. 3o5 G a (0525) 21734 Faximi[e :{o525} 23OO4 Buntok 73711

E-arl : bpkadbarsel(@smail. com

Kepada Yth,
Nama :

NPWPD :

Alamat :

Menurut tata
pajak sebagai

SURAT TE'GURAN
Nomor :

usaha kami, hingga saat ini saudara mesih
berikut :

mempunyai tunggakan

Jenis pajak Tahun pajak No dan tanggal
STPD/ SKPD/ SKPDKB

Jumiah tunggakan

Dengan huruf : (

PERHATIAITI. . 
..

1. Pajak harus dilunasi dalam walaq;,Zf
{dua puluh satu) hari setelah',tangga1
surat teguran ini.

2. Sesudah batas waktu tersebut,
tindakan penagrhan akan diianjutkan
dengan oenerbitan surat

Untuk mencegah tindakan n.""git#'Ourrg# surat paksa berdasarkan peraturan
daerah nomor 3 tahun 2011' tentang pA:a[',.Aaerafr;: rnaka diminta saudara agar
segera melunasi jumlah tunggaka4, p,{ak d,al4.gr waktu 21 (dua puluh satui hari.
Dalam hal saudara telah rnefunasi -.*Inggakan pajak tersebut di atas,
dimohon kepada saudara segera melaporkan kepada kami

Bnntok, 20...
An. Bupati Barito Selatan

KEPALA BA['AI[,

NIP.



TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN BERUPA ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

A. TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

1. Menerima surat permohonan keringanan pembayaran dari wajib pajak.
2. Mengadakan pemeriksaan untuk dijadikan bahan dalam pemberian

keringanan pembayararr oleh kepala SKpD terkait.
3. Membuat surat perjanjian Angsuran yang di tanda tangani/dicap wajib

pajak dan kepala SKPD terkait dan membuat daftar perjanjian angsuran.
4. Menyerahkan surat perjanjian angsnran dan daftar sesuai perjanjian

angsuran kepada unit - unit yang terkait.
B. TATA CARA MENGANGSUR DAN MENUNDA PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

1. Angsuran pembayaran.
Kegiatan yang diiaksanakan terdiri dari :

1. Menerima surat permohonan angsuran dari wajib pihak.
2. Mengadakan pemeriksaan untuk dijadikan bahan dlam pemberian

perjanjian angsuran olehh kepala SKPD terkait.
3. Membuat surat perjanjian angsuran yang ditanda tangani/dicap wajib

pajak dan kepala SKPD terkait dan membuat daftar perjanjian angsuran
4. Menyerahkan surat perjanjian angsuran dan daftar sesuai perjanjian

angsuran kepada unit - unit yang terkait.
2. Penundaan pembayaran

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

1. Menerima surat permohonan penundaan pembayaran dari wajib pajak
kepada masing-masing SKPD terkait mengenai unit kerja penetapan.

2. Mengadakan penelitian untuk l, dijadikan bahan dalam pemberian
persetujuan penundaan pembayaran oleh kepala SKPD terkait.

3. Membuat surat persetujuan 
"'penundaan pembayaran yang ditanda

tangani oleh WAJIB PAJAK dan kepala SKPD terkait dan membuat

4. Menyarankan surat persetujuan penundaan dan daftar persetujuan
penundaan kepada unit - unit lain yang terkait.



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

MDffi PEIIGELOI.IATI ](EUATISAT DAH ASET DTENfiI
Jalan pelita raya No. 3oS G a (os25l 21194 Faxirrille :{o525} 23aa4 Buntok 73711

Email : bpkadbarsel@gmail. com

KEPUTUSAN T(EPALA BADAIT PET{GEIOLAAIT I(EUAITGAN DAIT ASEf DAERAH

KABUPATEIT BARISO SEI,ATAIT

NOMOR TAIIINT 2O...

TEITTAITG

PEMBERIAN PEITGURAITGAN PA*IAK.

KEPALA BADAIT PENGELOLAAN KEUA]TGAN DAN ASET DATRAII
KABUPATEN BARITO SELATAN

nomor: " " " "" """" "".' " "" "'tanggal""" """"'

Menimbang : a. Hasil pemeriksaan atas. 'permohonan pengurangan pqiak
,.....:...i.,,'r*:.,...-....,-.1-";.:!.*..,.-.-.';: ' YaoS terutang sebagaimana
dituar-rgkan dalei acara pemeriksaan :

Nomo( '' : ..:.-.......!:. 1.r..,.!r::::.. -,. ttt'

U. eah*a.,'terd*$Ei ''/. '1i46 teidapat t cukup alasan untuk
arcngqlqngi:$Sq{qJ14. p{iak :.:..1,,,...,. ..... yang terutang

Membaca

Mengingat :

Menetapkan

PERTAMA

1. Peratu DA d; Barito Selatan Nomor 3 Tahun
2011.'tefltry.*.,,P,,*i.i1& r,a,h.,(Iembaran Daerah Kabupaten
Barit+:selgtarr 

"ahun 
2011 Nom.Or 3, Tambahan Lembafan

Daerah' ,,Kabupaten Barito Se.I@ Nomor 3),sebagaimana
tela-h'-d'iubahi ngan,.?e atl r Daerah Kabupaten Barito
Selatan:',Nsmor 3 :, Tahuxr-':':EAL8 tentang Perubahan Atas
Peraturan D.aef ,.I*xbup4ten Barito Selatan Nomor 3 Tahun
2ALL tentang':Pajakr Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Selatan Tahun 2018 Nomor 3);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor
11 Tahun 2015 tentang Izin Reklame { lembaran daerah
tahun 2015 nomor 11);

3. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor Tahun
2O2l tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten
Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.

MEMUTUSKAN

: Mengabulkan
sebagian/rnenolak

seluruhny a f mengabulkan
permohonan pengurangan

p4iak..... .yang terutang kepada wajib pajak :

Nama wajib pajak i ..,.,.... ... .,. .. . .. . ... ...., t

Nomor wajib pajak : .........
Letak wajib pajak
Tahun pajak



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Sesuai dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada

Diktum pertama, maka besarnya pajak
yang harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pajak terutang RP. "'
2. Besarnya pengurangan RP' '
3. Yang seharusrrya dibayar Rp. . " '

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini akan di perbaiki sebagaimana
mestinya.

1. Asli keputusan ini disampaikan kepada wajib pajak
2. Salinan keputusan ini di simpan sebagai arsip BPKAD

Kabupaten Barito Selatan

Ditetapkan di Buntok.
Pada tanggal 2O...

: I(EF'ALIT BADAIIT,

NIP

Tembusan, disampaikan kepada Y'.th'': " 'i:;'1' 
'"

1 . Bupati Barito Selatan di,Bu-ntoft '{sebagai, laporar$



PEMERINTAII KABUPATEN BARITO SELATAFI

BADIN PEilGEtOlAA]I IGUA]IGA]I DAl{ A$ET DAERAII
Jalan petita raya No. 3O5 G a (0525) 21134 Faximille :(o525) 23OO4 Buntok 73711

Email : bpkadbarse(A,gmai1.com

KEPUTUSAII KEPALA BAI}AI{ PEITGELOLAAIT I{EUAITGAIY DAT{ ASET DAERAH

I{ABUPATEIT BARITO SEI,ATAN

NOITIOR TATIUN 2o...

TENTANG

PET{UI{DAAIT PEMBAYARATT PAJAK

KEPALA BAI}AN PENGELOLAAI{ KEUANGAN DAil ASET DAERAH
KABUPATEN BARITO SEI"ATAI{

Mernbaca Surat permohonan pengurangan pajak

nomor: .-....tangga1'."'

a. Hasil pemeriksaan atas 
-9erm3ho1an 

pengurangan
pajak .......... .'-. Yang terutang sebagaimana
diltuangtcar.t dalam berita aLcara pemeriksaall :

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

Nomor :

alasan
pajak

.... ;.rr'.... -..Yang terutang;

1. P.eraturan, Daerah. Kabupaten Barito Selatan Nomor 3
Tahurr',?O,1-1, tgntang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten -Barito Selatan Tahun 2011 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Selatan Nornor 3),sebagaimana telah diubah dengan
Peiaturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3
Tahun "2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun
2OLl tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018 Nomor 3);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor
11 Tahun 2015 tentang lzir, Reklame ( lembaran
daerah tahun 2015 nomor 110 );

3. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor
Tahun 2O2L tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun
2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaart
Pemungutan Pajak Reklame.

MEMUTUSI{AN

Y:::::::::: ::T.#;ffi,"ffiHffi;ff ffi'#Xtr 
pajak

Nama wajib pajak :

Nomor wajib pajak : .....
Letak wajib pajak :

Tahun pajak :

b.' Bahwa,,.terdapatf,, tidak terdapat *) cukup
.rrntuk ',,'- penqqda4n pembayaran



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud padaDiktum kesatu disepakati dimnJa pembayaran nya sampai
dengan jatuh tempo tanggal
Apabila sampai 

_ 
saat jatuh tempo masih berom dapatdibayarkan, maka penagihan aiUtutan dengan suratpaksa, tanpa pemberitahuan lebih dahulu.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruand"l"T keputusan ini akan ai perbaiki sebagaimana
mestinya
1. Asli keputusan ini disampaikan kepada wajib pqiak.
2- l4ir* keputusan ini di simpan sebagai aisip BPKAD

Kabupaten Barito Selatan

Ditetapkan di Buntok,
Pada tanggal 2O....

,... ,r ,, I(tPAL/l BADAil,

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

L. Bupati Barito SelataR di.B,!i+!ok (sehgai,



PEMERINTA}I KABUPATEN BARITO SELATAIT
BADAil PE]IGEIOIAAil IIEUA]TGAil DATI IStr OAENAHJalan Pelita rava No. 3o5 G B (0525) 21134 Faximille :{0525} 23o04 Buntok 73771

Email : bpkadbarsel@email.com

't -. 
. . .. . .., ... . . . . . . . .. . . . . .. . . . . , .

SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN/
PENUNDAAN PEMBAYARAN

Nomor : ......

Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan, dengan ini diberitahukan
bahwa surat permohonan aqg*rrran / penundaan pembayaran " ) saudara tertanggal

nomor I ......;.;,.,.....;..,;,;,;,,,_...,'deAgAn sangat menyesal tidak dapat kami
penuhi

' -t 
''::'ll 

: r: :'fI ::li '

Demikian agar saudara meqj#i,mald
,.-', I .'. . ':

,, , ::' ::. i: ': ' :: " KEPALIT BArIA![,

Buntok,

Kepada

Yth. Sdr.

!rIP.



TATA
ATAU

CARA PEITGA"IIIAIT KEBERATAN, PEMBERIAN PEI{GURANGAIT
PEI{GHAPUSA}T SANKSI ADMINISTRASI DAIT PENGURANGAN

ATAU PEMBATAIITN KETETAPAJ{ PA*'AK DAERAII

1' Tata cara pengajuan keberatan, pemberian pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pdak
daerah.
Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

a. Menerima surat permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan
ketetapan, dan penghapusan atam pengurangan sanksi ad,ministrasi dari
wajib pajak.

b. Meneliti kelengkapan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan
ketetapan, dan penghapusan atau pengurarlgan sanksi administrasi *".;iU
pajak, setelah dilakukan penelitian dan bila perlu diiakukan pemeriksaan,
di buat laporan hasil penelitian.

c. Menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Kepa]a Badan pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah untuk di teliti dan di pertimbangkan untuk
ditolak atau di terima.

d. Membuat surat keputusan yang ditanda tangani oleh Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas permohonan wajib pajak,
berupa surat keputusan penolakan apabila permohonan di tolak dan surat
keputusan pembetulan apabila permohonan di terima

e. Menyerahkan surat keputusan: kepada wajib pajak dengan tembusan
kepada unit kerja penetapan derr unit keqa'pembukuan dan pelaporan.

2. Penyelesaian keberatan
Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

a. Menerima surat permohonan keberatan dari wajib pajak.
b. Meneliti kelengkapan permohonan keberatan wajib pajak, setelah

dilakukan penelitian kembali dan bila perlu dilakukan pemeriksaan, di
buat hasil penelitian.

c. Pen5zampaian laporan hasil penelitian kepada Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah dan dipertimbangkan apakah permohonan
keberatan dapat diterima atau ditolak.

d. Menyampaikan berkas beratan wajib pajak di sertai pertimbangan kepala
SKPD terkait kepada kepala daerah untuk pembuatan keputl-rsan, baik
penerimaan atau penolakan terhadap keberatan yang di ajukan oleh wajib
pajak tersebut.

e. Pembuatan surat keputusan yang ditanda tangani oieh bupati dan/ atau
kepala SKPD sesuai dengan pendelegasian wewenag atas permohonan
keberatan, berupa surat keputusan penolakan keberatan, apabiia
permohonan di tolak dan surat keputusan keberatan apabila permohonan
diterima.

f. Menyerahkan surat keputusan kepada wajib pajak.

3. Banding
Apabila wajib pdak yang bersangkutan masih merasa tidak puas terhadap
surat keputusan kepala daerah mengenai keberatan yang diajukan, maka
wejib pajak yeng bersangkutan masih mempunyai hak untuk mengajukan
permohonan banding kepada badan penyelesaian sengketa pajak sesuai
dengan ketentuan yang beriaku.



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
BlDlt{ PEtlcEloult lGuAllcfft DAlt lSm-on=mnJalan Pelita raya No. Sos G B {0525} 21134 Faximille :{os2s} 2goo4 Buntok ?sztl

Email : bpkadbarsel@.gmail.com

KTPUTUSAIT KEPALIT BAI}AIT PEITGELOLAAIT I{EUANGAIS DAN ASE"I. DAERAH
KABUPATEII BARI}O SEI"ATAN
ITOMOR TA}IUN 2A...

TEI{TAITG
PEMBETT'LAIT' PTMBATALITII, PEI{GURAITGAIT KTBERATAIT DAN PENGIIAPUSAN

ATAU PEITGI'RANGAI\I SAXKSI ADMIITISTRASI

IGPALA BADAN PEIIGELOI"AAIS K,EUAIIGAII DAN ASET DATRAII
I{ABUPATEN BARITO SELATAIT

Membaca

Menimbang

Mengingat : 1".

Menetapkan
PERTAMA

: Surat perrnohonan pengurangan pajak
atas

' O0fll0f: :,..- "-...... .,,,.. r. r,r c r..... :....,.,...t8-$.ggal ...: a' 
-T:1:::T'-T "?ffii:ffffi **ilffif*x"'*
tuangkan dalam berita acara pemeriksaan :

Nomor : ... ....
Tanggal : .........
Bahwa terdapat/ tidak terdapat *) cukup alasan untuk
penl*lrdrcdlpi*na ian i pajak . ........yang
terutang;

Peratura{r,,:Daerah.,&abupaten Earito Selatan Nomor g
Tahun Z}fi tentang eaSat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2}ll Nomor 3,
Tambahan I,embaran Daerah Kabupaten Barito Selatan
Noraoi-, ,sefu igqimana telah diubah dengan peraturan
Daerah ,Kah,upaten ,Barit* Selatan Nomor 3 Tahun 2018
tenHr*g.- F.erubahan A,tsrs-,.,Peraturan Daerah Kabupaten
Baritq Selqfiqst'Nari*br 3 Tahun 2OtL tentang Pajak
Daerah- ,{tr"e.rnkran Daera}r Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2018 Nomor 3);
Peraturan daerah kabupaten ba:"ito selatan nomor
11 tahun 2015 tentang izin reklame.
Peraturan Bupati Barito Sela.tan Nomor ...... Tahun
2O2L tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang
Petunjuk Telcris Pelaksanaan Pemungutan Pdak
Reklame.

MEUUTUSI{AT{

Menerima surat permohonan nomor :

b.

2.

3.

Atas nasra :

Nama wajib p{ak
Nomor wajib pajak
Letak wajib pajak
Tahun pqiak
Berhubung

tanggal



KEDUA

KEflGA

KEEMPAT

Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang

telah dibetulkan sebagaimana mestinya'

Apabiladikemudianhariternyataterdapatkekeliruan
dalarn keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

L. Asli keputusan ini disampaikan kepada wajib pajak'

2. Salinan keputusan ini di simpan sebagai arsip BPKAD

Kabupaten Barito Selatan

Ditetapkan di Buntok-
Pada tanggal,

KEPALA BADAN,

20....

Tembusan, disampaikan kePada Yth
1. Bupati Barito Selatan di.Eliintok



PE$TERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
BIDAT{ PE1{GEIOI.[4il IGUATISIil DAT ffiErDIERATIJalan Pelita raya No. 3o5 G A (05251 21134 Faximille :{O525} 23004 Buntok 73711

Email : bpkadbarsel@enail.com

I(EPUTUSAIT I{TPALA BADAR PEITGELOLAAIT I{TUAIVGAIT DAIT ASET DATRAIT
I(ABUPATEIY BARITO SELIITAN
ITOMOR TA}IUil 2O...

TEtrTAITG
PEI{OLAKA$ PEMBETULAT{, PEr[BATAr"aIt, pENcuRAr{cAr{ KEBERATAT{ DAr{

PENGIIAPUSAN ATAU PENGT'RAfiGAIT SAIIKSI AI}UITISTRASI

KEPAI,A BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

Membaca : Surat permohonan pengurangan pqiak
atas rtafira

nOm$f .l ..,. . ., ...... . ". a. r !.. r,. .,... .,,..... tqlfggal

Menimbang Hasil,. pgmeriksaqn 
, atas permohonan pengurangan

pajak,,......i.....r...,... yang terutang iebagaimana
di.tuangkan,dalam berita acara pemeriksaan :

Tanggal, ..., :'.-., ;- .r,.,,, ... ...,. . i . . . . .,.
B wa1@ap,8t/j:, tidak terdapat *) cukup alasan
l*$tuk* '' 1)eeutdaan pembayaran pajak
::':' !'.'''r:1' 1t .' :'."'' :'1 ." ;;: "yAng tgftltang;
,Pe-ratr*.,an.D.adrah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3
Tahun l l''teit rlg PAak Daerah {Lembaran Daerah
Kabupat l.B Selatan Tahun z}fi Nomor 3,
Tglllbaha - ,,p15rlar4n Daerah Kabupaten Barito
Sela@ Nomiii 3),sebagaimana telah diubah d,engan
F,era&iiaa Daerah.'K ten Barito Selatan Nomor B
T*hr;* 2S18 ,tentang Perubahan Atas peraturan
Daerah'.,fubU.prten Barito Selatan Nomor 3 ?ahun
2011' I 'tentang. Fajak Daerah {Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018 Nomor 3);
Peraturan daerah kabupaten barito selatan nomor 11
tahun 2015 tentang izin reklame.
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor
Tahun 2021, tentang Perubahan Atas peraturan
Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tatrun
2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksa:raan
Pemungutan Pajak Reklame.

MEMUTUSKAIT

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA Menerima surat permohonan nomor

tanggal
Atas nama :

Nama wajib pajak
Nomor wajib pajak
Letak wajib pdak
Tahun pajak
Berhubung

a.

b.

1.

2.

3.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yangtelah dibetulkan sebagaim"rr" m.*drryu"
Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruandalam keputusan ini akan diperbaiki' sebagaimana
mestinya.

J. Asli keputusan ini disampaikan kepada wajib pajak.
2- sarinan keputusan ini di simprr, 

"iu*g"i *r* ripxan
Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok.
Pada tanggal, 2A....

I{EPALA BAI}AI[,

: :.'. : '::-:' '.'.

:.r f:::,ii:i'ata:t:+lr 1... a.. a a... a.... a.. ar.

IYIP" .....r..........o.......o. o

Tembusan, disampaikan f.e,gaU*t yth : ..

1. Bupati Barito Selatan di Buntok fset
tr 

:'.;,'!il,-,,::+rt: . I ,:t: ..,

(sebaeai La"poran)
: ::i ..r .ij tit::.iir_.t , .:. i. ,.,
:: 1.::r..: ,., <: -.:iajir



TATA CARA PETGHAPUSAII PIUTAITG PAJAK DAERAII
YAIIG SUDAII I(EDALTIWARSA

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri :

a' Instansi pengelola sesuai kewenangannya membuat rekap dan mengenventarisir
seluruh piutang pa.iak setiap akhir tahun.

b' Piutang pajak yang sudah kedaluwarsa kemudian dibuat rekap tersendiri dan
dilaporkan kepada bupati.

c' Ia"poran piutang p4ak yang kedaluwarsa dan disampaikan kepada bupati barito
setiap akhir tahun a.nggaran.

d' Pembuatan surat keputusan yang ditanda tangani oleh bupati tentang penetapan
penghapusan piutang pa,iak.

e. Menyerahkan surat keputusan kepada wajib pajak dengan tembusan kepada
unit kerja pembukuan dan pelaporan.



Menimbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Jalan Pelita Raya
I[ebsite :

TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK REKLAME

a. Bahwa berdasarkan hasil raporan Badan pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito selatantanggal, Nomor, Tentang piutangpajak yang sudah kedaluwarsa sehingga terdap-at'cukufr
alasan untuk dilakukan penghapusan piilarrg pajak;

b. Bahwa berdasark"" p"rii*f"o[".r ;;;;;;;""" dimaksud
dalam huruf a, ditetapkan dengan Kepuiusan Bupati Barito
Selatan.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 3
1"1"" 2ot1 tentang prJ"k n;.;;h [J..rU.r.., Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor
3),sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 T.h.rn 2o1g tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito
selatan Nomor 3 Tahun zali 

- 
t."t*"g- erJ.L Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Barito selalan Tahun 2olg
Nomor 3);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan nomor
11 tahun 2015 tentang ui" r.r.L*.-(rembaran daerah
tahun 2015 nomor 11 h

3. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor . Tahun
2027 tentang Perubahan Atas peraturan Bupati Kabupaten
Barito selatan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang petunjuk
Teknis Pelaksanaan Pemungutan pajak Reklame.

BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI I(ALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR i88.45/ / 2o2t

MBMUTUSKAN

Menghapus piutang pajak atas nama :

Nama wajib pajak : ......
Nomor wajib pajak: ......
Letak wajib pajak
Tahun pajak
Berhubung
Memerintahkan bagian pembukuan dan pelaporan untuk
menghapus piutang pajak tersebut sebagaimana dimaksud
pada Diktum PERTAMA dari daftar piutang pajak daerah.
Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya,

Nomor 3OS F Telepon l0525l 21OO1, Faksmile lO52S) 21SOO
1g_BE E . &AqtLp_Sg}ASAClhASrj'fl #.rS Buntok Kode Pos 73 7 1 1

Kalimantan Tengah



KEEMPAT
1. 4"ti kepuhrsan ini disampaikan kepada wqiib pqiak.
2' salinan keputusan ini disampaikan *.u*g*ur" arsip

P"{* Pengelolaan Keuangan dan Aset naerih Kabupaten
Barito Selatan-

Ditetapkan di Buntok.
Pada tanggal, 2A....

BI'PATI BARITO STLATAN

aaaaaaaaataaaaaaaaaaaaaaaaaataaaaa.

Tembusan, disampaiken kp..4dg yth :
1. Kepala Dinas Penanaman Modal Oan ptsp :::, I

B'anto Selatan di Buntok.



Pada hari ini tanggal bulantahun"' dilaksanakan pemeriksaan r p"rrg""kan l4panganterhadap permohonan pemasangan rekrame dengan rincian sbb :

- Nama pemohon
- Jenis perusahaan/ advertising
- Jenis reklame, ukuran
- Tema reklame / iklan
- Titik lokasi

Demikian laporan hasil
sebagaimana mestinSra_'

-dihat untuk dapat dipergunakan

Ketua Tlm,



TORMAT PEIIETAPAIV PERHITUNGAN
PA"IAK REKLAME

Nama Advertising / l*mbaga
Direktur I pimpinan
Alamat
Jenis Reklame
Alamat Titik Lokasi

No lokasi (guna
lahan)

Exiting Iadeks Sudut
pandang

Exitins tl1oeKs Ketlnggian
(meter)

>20 M

10-i9M

6-9M

3-5M

<3M

Exiting Indeks Kelas
jalan

Exiting indeks

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

Kaw. Eijau &
tanarnan kota

Kaw. Perdag&
jasa

Kaw"
Pemukiman

Kaw.
Pariwisata,

rekreasi & OR

Jembatan
penyebrangan

Kaw.
Pemerintahan
& perkantoran

Kaw"
Pendi..likqa

Karu.
Kesehatan

Kaw. Iadustry

Kaw. Lain lair

r
n
l
f
I
n

T
r
T
T

2,5

2,25

c

L,75

1,5

1

1,25

0,75

or5

0,25

Persimp. S

Persrmp.4

p6psimF.3

Persimp.2

PereimF. 1

il
I
l
n
il

1,25

I

0,75

or5

0,25

:.: - i.': :

r
l
n
t
T

1,25

1

o,75

o,5

0,25

Jalan
Arteri

Primerrl
Jalan

Nasiarral

Jalan
Arteri

Sekunde
rrtJalan
Provinsi

Jalan
Kolekf.or
/Jalan

Kota/Ka
bupaten

Jalan
l,oka!

Lingkurl
garr

f

I

T

n

1.00

0,75

0,5

o,,25

Perhitungan Pajak Reklame : , '' '

1. Nilai Strategis Lokasi = Guna Lahaq + Sudut Pandang + Ketinggian + Kelas Jalan
Ukuran Reklame
Jangka waktu Pemasangan =
Harga Dasar Reklame Sebesar =

2. Nilai Sewa Reklame (NSR) = Nilai Strategis Lokasi x Luas x Jangka Waktu
x Harga Dasar Reklarne

3. Pajak Reklame = Z0o/a x Nilai Sewa Reklame (NSR)

Petugas lapangan : Tanda Tangan :
't
l. ...
oa. ...

Mengetahui / menyetujui :

Kasi / Kabid

Buntok, .."2A
Di buat oleh,



BERITA ACARA PERTIMBAITGAI{ TEKNIS
ATAS PERMOHONAN PENYELEIIGGARAAN R.EKLAilIE PERMANET{

Pada hari ini Tanggal

no ...
ajukan oleh :

Tahun berdasarkan surat
.. tanggal ,....yang di

Nama
Alamat lengkap permohonan
Nama perusahaan

DATA REKLAME

Jenis
Ukuran
Ketinggian
Status tanah
Pemerintah daerah
Letak
Alamat titik lokasi:

tl
tf

Lama penyelenggaraan :

Setelah dia adakan penelitian bersama dalam
Hari
Tanggal
Tempat
Pimpinan Rapat

Berdasarkan pertimbangan :

r(AsI ... PARAF'

IIABID ... PARAF

Diputuskan bahwa surat permohonaa tersebut :

f] orseru.lur I orroLAK

Direkomendasi teknis ini berlaku sejak tanggal dibuat sampai tanggal

Apabila sampai batas waktu tersebut diatas rzin reklame tidak diurus, maka
rekomendasi teknis ini gugur dengan sendirinya dan lokasi dapat ditawarkan ke
pihak iain yang berminat.
Demikian untuk menjadi pertimbangan atas permohonan penyelenggaraan reklame.

Mengetahui I Menyetujui :

KEPALA DINAS

BuIan

f] Pemerintah daerah

t] trndoor

Diluar

0utdoor

rapat pada :



BERITA ACARA PERTIMBANGAI{ TEKI{IS
ATAS PERMOHONAITT PEITELENGGARAAtr REKLAME

TIDAK PERITIANEN

t] Pemerintah daerah

t] Indoor

tl
tl

Pada hari ini
Tahun

no ..
di ajukan oleh :

Nama
Alamat lengkap permohonan
Nama perusahaan

DATA REKLAME

Jenis
Ukuran
Ketinggian
Status tanah
Pemerintah daerah
Letak :

Alamat titik lokasi:

Lama penyelenggaraan :

Setelah dia adakan penelitian

berdasarkan
..... tanggal

Diluar

Outdoor

Tanggal Bulan
surat

... yang

Hari
Tanggal
Tempat

bersamq',dghtn rapat pada :

surat permohonan tersebut :

DITOLI\K

berlaku sejak tanggal dibuat sampai tanggal

Pimpinan Rapat

Berdasarkan

tuskan bahwa

DISETUJUI

Direkomendasi teknis ini

Dipu

u

Apabila sampai batas waktu tersebut diatas rzin reklame tidak diurus, maka
rekomendasi teknis ini gugur dengan sendirinya dan lokasi dapat ditawarkan ke
pihak lain yang berminat.
Demikian untuk menjadi pertimbangan atas permohonan penyelenggaraan reklame.

Mengetahui / Menyetujui :

KEPALA DINAS

rtim
KASI . PARAF'

I(ABID.. PARAF



PE}IERINTAII KABUPATEN BARITO SELATAN
BIDIII PETGEI.OI"IAil 

-IGUATICII{ DAN ASET DIERAHJalan Pelita raya No. 305 G B {0525} 21134 raximille :{os2s) 23oo4 Buntok rgrll
Email : bpkadbarsel@.smail. com

I(EPUTUSAIT KEPALA BADAIT PEIYGELOI,AAIY KEUAITGAIV DAN ASE{. DATRATI
I{ABUPATEN BARITO SELATAtr
HoltfioR TAIIUil 2A...

TEIiITANG
PEMLIII{AI\I PEMBETUI"AII' PEMBATALAIT, PEfeURAI$eAIt KEBERA?Ail DAN

PENGIIAPUSAIT ATAU PEITGURAITGAN SAITKSII ADMINISTRASI

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

: Surat
atas
nomor I ............ "......,.. :........:.. ... tanggal

: a. Hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan pajak
-.....:.*..:..,...;..:".1,,1::,:,.-;,i,,, Yang terutang sebagaiman" 

- 
aituqgkan.dx ' 

"6*a 
p*;;e"J',

Nanaor il.:r.,a:: r ,.. r,,r,:r:!;.,. ?!...., t::
Tanggal : ......

b. Bahwa rc at/,'tl.ixak terdapar ") cukup alasan untuk
penundags.pepba,,{qlan pajak .........yang
tBrutang;.t'" ':- ' ::'::':'::. ' ': 1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito seratan Nomor 3
Tahun 2oil tentang pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabup4tqq ',B.aritri 

-Se1atan,,. Tahun 2011 Nomor 3,
T hah.an,.I,embarasr Da*:ah Kabupaten Barito Selatan
Nomor.,3l,sebagains.{1a,,',tela}r diubah dengan peraturan
Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 3 Tahun 2o1g
tentang,, pemUahan',,Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Barito Selatan Nomor 3 Tahun ZAIL tentang p{"t
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito selaian
Tahun 2018 Nomor 3);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 11
Tahun 20 15 tentang Izin Reklame;

3. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor . Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun ZO1B Tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan pajak
Reklame.

MEMU?USI{AN

Menerima surat permohonan nomor
tanggal
Atas narrra :

Narna wajib pajak :

Nomor wajib pajak
Irtak wajib pajak
Tahun pajak
Berhubung

permohonarl pengura$gan : pajak
nafna



KEDUA

KE-TIGA

KEEMPAT

Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan
yang telah dibetulkan sebagaimana mestinya.
Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

1. Asli keputusan ini disampaikan kepada wajib pajak.
2. Salinan keputusan ini disampaikan sebagimana arsip

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok.
Pada tanggal,

KEPAI"A BADAN,

NIP.

2A....

Tembusan, disampaikan,kep-adaYth :, '',.,' ," 'r ,1 ,

1. Bupati Barito Selatan'di Euntok (Sebqg oryn)


